
 

 

47 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.  KESIMPULAN. 

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah bagaimana upaya-upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi kendala tindak pidana penghakiman massa dihadapi 

kepolisian dalam tindak pidana penghakiman massa dan apakah kendala yang 

dihadapi kepolisian dalam tindak pidana penghakiman massa yang , maka 

mendasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan akhirnya penulis berkesimpulan 

sebagai beriku 

1.   Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggani penghakiman 

massa antara lain: 

a. Upaya penal 

1. Mendatangi tempat kejadian perkara dan menemukan 

bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara 

2. Menangkap pelaku tindak pidana penghakiman massa 

3. Memberi sangsi yang tegas kepada pelaku tindak 

pidana penghakiman massa 

4. Menahan pelaku tindak pidana penghakiman massa. 
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b. Upaya non penal 

a) Sosialisasi dengan masyarakat 

b) Sering mengadakan patroli 

c) Melakukan pembinaan dari kepolisian kepada para pelaku tindak 

pidana penghakiman massa 

2.  Kendala yang dihadapi kepolisian dalam  penghakiman massa adalah: 

a. tidak adanya saksi yang mau memberi keterangan kepolisian  dalam 

tindak pidana penghakiman massa 

b. tidak ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian 

c. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum 

d. pandangan skeptis masyarakat terhadap kepolisian 

e. kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian 

  

2.  SARAN-SARAN 

a.  Bagi  Penegak Hukum 

 Untuk menumbuhkan efek jera, kepada pelaku tindak pidana penghakiman 

massa , maka hendaknya pemerintah konsisten dalam penegakan hukum ini tanpa 

pandang bulu untuk menindak secara tegas pelaku tindak pidana penghakiman 

massa,sesuai dengan hukum yang berlaku.Selain itu penegah hukum juga harus 

menumbuhkan rasa kepercayan masyarakat kepada aparat penegak hukum. 
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b.  Bagi Masyarakat 

Mengingat Penghakiman massa merupakan suatu tindak pidana dengan sangsi 

dan hukuman yang cukup berat maka agar masyarakat tidak melakukan penghakiman 

massa yang merupakan bentuk dari tindakan main hakim sendiri.Masyarakat 

hendaknya segera melapor kepada kepolisian jika melihat tindakan sekecil 

apapun.Dan tanamkan di dalam jiwa bahwa penghakiman massa adalah suatu tindak 

pidana yang melanggar hukum. 
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